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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
1. 
Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Delik
Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit yang berkembang dalam doktrin hukum pidana Belanda. Konsep ini merujuk pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.
 Rumusan tersebut menekankan adanya larangan yang bersifat normatif serta ancaman sanksi sebagai konsekuensi yuridis. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarangnya.

Keberadaan tindak pidana dalam sistem hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”
 Asas ini mengandung prinsip nullum delictum nulla poena sine lege yang menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Sudarto menegaskan bahwa asas legalitas merupakan fondasi utama hukum pidana modern karena membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana.
 Oleh karena itu, setiap konstruksi delik harus didasarkan pada rumusan norma yang jelas dan tegas.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik. Unsur-unsur tersebut secara umum dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku seperti kesengajaan atau kealpaan.
 Pemenuhan kedua unsur tersebut menjadi syarat mutlak dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Unsur objektif dalam suatu delik mencakup perbuatan manusia, sifat melawan hukum, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa tanpa adanya perbuatan yang nyata dan melawan hukum, maka tidak mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
 Sementara itu, unsur subjektif menitikberatkan pada adanya kesalahan (schuld) dalam bentuk kesengajaan (opzet) maupun kealpaan (culpa). Kedua unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses penegakan hukum.

Pemahaman yang tepat mengenai unsur-unsur delik sangat penting dalam tahap penyidikan, karena penyidik harus mampu mengidentifikasi dan menghubungkan fakta yang ditemukan dengan rumusan delik yang diatur dalam undang-undang. Kesalahan dalam menafsirkan atau menerapkan unsur delik dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang disangkakan. Oleh sebab itu, analisis terhadap pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menjadi landasan teoretis yang penting dalam mengkaji pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel dalam perspektif Pasal 426 KUHP.

2. 
Konsep dan Perkembangan Asas Due Process of Law
Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dikenakan kepada seseorang karena telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur delik dan disertai kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sikap batin yang dapat dipertanggungjawabkan.
 Dengan demikian, pemenuhan unsur delik saja tidak cukup tanpa adanya unsur kesalahan.
Kesalahan (schuld) dalam hukum pidana umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (opzet) dan kealpaan (culpa). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan terhadap perbuatan serta akibatnya, sedangkan kealpaan menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dihindari.
 Dalam konteks tindak pidana perjudian, unsur kesengajaan menjadi penting karena delik perjudian pada umumnya dirumuskan sebagai delik dengan unsur “dengan sengaja”. Oleh karena itu, penyidik harus mampu membuktikan adanya kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.
Selain kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam keadaan tertentu tidak memiliki kemampuan memahami atau mengendalikan perbuatannya. Hal ini tercermin dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai alasan penghapus pidana karena gangguan jiwa.
 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku.
Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
 Dalam tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, perlu dianalisis peran masing-masing pihak apakah sebagai pelaku utama, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan. Pembedaan ini penting karena akan menentukan bentuk dan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan. Amir Ilyas menegaskan bahwa konstruksi penyertaan harus didasarkan pada kontribusi nyata setiap pelaku dalam terjadinya tindak pidana.

Pemahaman terhadap konsep pertanggungjawaban pidana menjadi landasan penting dalam menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel. Penyidik tidak hanya harus membuktikan adanya perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 426 KUHP, tetapi juga memastikan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dengan demikian, konstruksi perkara yang dibangun pada tahap penyidikan harus memperhatikan aspek perbuatan, kesalahan, dan peran pelaku secara komprehensif agar selaras dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia.
3. 
Teori Penafsiran dalam Hukum Pidana
Penafsiran dalam hukum pidana merupakan metode untuk memahami dan menjelaskan makna suatu norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penegakan hukum, tidak semua rumusan delik dapat dipahami secara langsung tanpa interpretasi, sehingga diperlukan pendekatan penafsiran yang tepat. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa penafsiran hukum bertujuan untuk menemukan makna norma sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang tanpa mengabaikan kepastian hukum.
 Dalam hukum pidana, penafsiran harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan hak dan kebebasan individu.

Salah satu metode penafsiran yang lazim digunakan adalah penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan norma berdasarkan arti bahasa atau bunyi teks undang-undang. Metode ini menempatkan teks sebagai titik tolak utama dalam memahami suatu ketentuan pidana. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penafsiran gramatikal bertujuan menjaga konsistensi makna norma dengan rumusan aslinya.
 Dalam konteks Pasal 426 KUHP, penafsiran gramatikal diperlukan untuk memahami frasa seperti “memberi kesempatan” atau “turut serta”.

Selain penafsiran gramatikal, dikenal pula penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan melihat suatu ketentuan dalam keseluruhan sistem hukum. Metode ini menempatkan suatu pasal dalam konteks hubungan dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama maupun peraturan terkait lainnya. Achmad Ali menegaskan bahwa penafsiran sistematis membantu menghindari pemahaman yang terpisah dari struktur hukum secara keseluruhan.
 Dengan demikian, Pasal 426 KUHP harus dipahami dalam kerangka sistem hukum pidana dan asas-asas umum yang melandasinya.

Dalam hukum pidana, dikenal pula batasan terhadap penafsiran, khususnya larangan penggunaan analogi yang merugikan terdakwa. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
 Oemar Seno Adji menyatakan bahwa perluasan tafsir yang melampaui rumusan undang-undang dapat berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan membuka ruang kesewenang-wenangan.
 Oleh karena itu, penafsiran dalam hukum pidana harus tetap berada dalam batas yang diperkenankan oleh norma.

Pemahaman terhadap teori penafsiran ini menjadi penting dalam menganalisis penerapan Pasal 426 KUHP pada tahap penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel. Penyidik dalam mengonstruksi unsur delik tidak boleh melakukan perluasan makna yang melampaui rumusan undang-undang, tetapi harus berpedoman pada metode penafsiran yang sah dalam doktrin hukum pidana. Dengan demikian, analisis terhadap pelaksanaan penyidikan tidak hanya menilai aspek prosedural, tetapi juga ketepatan interpretasi norma yang digunakan sebagai dasar penjeratan.

B.   
Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP
1. Pengaturan Perjudian dalam Pasal 426 KUHP
Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia secara utama terdapat dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur mengenai larangan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi serta turut serta dalam perusahaan perjudian.
 Rumusan tersebut menunjukkan bahwa yang dipidana bukan hanya pelaku utama perjudian, tetapi juga pihak yang berperan dalam menyediakan atau memfasilitasi terjadinya perjudian. Dengan demikian, norma ini memiliki cakupan yang relatif luas dalam menjangkau berbagai bentuk keterlibatan.

Secara normatif, Pasal 426 ayat (1) KUHP mengandung beberapa unsur penting, antara lain unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, serta “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” dan “turut serta dalam perusahaan perjudian”. Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa delik ini bersifat umum dan dapat dikenakan kepada siapa saja yang memenuhi unsur perbuatan.
 Unsur “dengan sengaja” menegaskan bahwa perjudian merupakan delik yang mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai sikap batin pelaku. Oleh karena itu, pembuktian terhadap aspek subjektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi perkara.

Pengertian “memberi kesempatan” dalam konteks Pasal 426 KUHP merujuk pada tindakan menyediakan sarana atau kondisi yang memungkinkan orang lain melakukan perjudian. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah membuka peluang atau menyediakan fasilitas sehingga perjudian dapat berlangsung.
 Dalam praktiknya, bentuk memberi kesempatan dapat berupa menyediakan tempat, mencatat angka pasangan, hingga menjadi perantara antara pemasang dan bandar. Penafsiran terhadap frasa ini harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui rumusan norma.

Selain itu, Pasal 426 KUHP juga mengatur mengenai unsur “menjadikannya sebagai mata pencaharian” atau memperoleh keuntungan dari perjudian tersebut. Unsur ini menunjukkan adanya dimensi ekonomi dalam tindak pidana perjudian. R. Soesilo menjelaskan bahwa apabila seseorang secara terus-menerus memperoleh keuntungan dari praktik perjudian, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai menjadikannya sebagai mata pencaharian.
 Unsur ini menjadi relevan dalam membedakan antara pelaku yang sesekali terlibat dan pelaku yang secara aktif menjalankan kegiatan perjudian.

Pemahaman yang komprehensif terhadap rumusan Pasal 426 KUHP menjadi penting dalam tahap penyidikan, khususnya dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi seluruh unsur delik. Penyidik harus mampu menghubungkan fakta yang ditemukan dengan unsur-unsur normatif dalam pasal tersebut. Ketepatan dalam menerapkan Pasal 426 KUHP akan menentukan sah atau tidaknya konstruksi perkara yang dibangun serta menjadi dasar dalam proses pembuktian di persidangan.

2. Perbedaan Pasal 426 dan Pasal 303 bis KUHP
Selain Pasal 426 KUHP, pengaturan mengenai perjudian juga terdapat dalam Pasal 303 bis KUHP yang merupakan ketentuan pelengkap. Pasal 426 lebih menitikberatkan pada pihak yang menyelenggarakan, menawarkan, atau memberi kesempatan untuk perjudian, sedangkan Pasal 303 bis mengatur mengenai pihak yang ikut bermain atau menggunakan kesempatan berjudi tersebut.
 Dengan demikian, terdapat perbedaan kedudukan subjek hukum yang diatur dalam kedua pasal tersebut.

Pasal 426 KUHP pada dasarnya menyasar pelaku yang memiliki peran aktif dalam menyediakan atau memfasilitasi perjudian, termasuk menjadikannya sebagai mata pencaharian. Ancaman pidana dalam Pasal 426 juga relatif lebih berat karena dianggap sebagai pelaku utama atau penggerak praktik perjudian. Sebaliknya, Pasal 303 bis KUHP lebih ditujukan kepada pemain atau pihak yang turut menggunakan kesempatan berjudi tanpa harus menjadi penyelenggara.
 Perbedaan ini menunjukkan adanya pembedaan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing pelaku.

Unsur yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP pada umumnya berkaitan dengan tindakan turut serta bermain judi di tempat umum atau menggunakan kesempatan yang disediakan tanpa izin. Ketentuan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam perjudian meskipun tidak berperan sebagai penyelenggara.
 Namun demikian, ancaman pidana dalam Pasal 303 bis lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 426 KUHP karena peran pelaku dinilai tidak seberat penyelenggara.

Perbedaan karakter delik antara Pasal 426 dan Pasal 303 bis KUHP juga berimplikasi pada konstruksi pembuktian dalam tahap penyidikan. Penyidik harus secara cermat menentukan pasal yang tepat diterapkan berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam praktik perjudian. Kesalahan dalam menerapkan pasal dapat berakibat pada tidak terpenuhinya unsur delik yang didakwakan. Oleh karena itu, analisis mengenai perbedaan kedua pasal ini menjadi penting sebagai landasan normatif dalam menilai pelaksanaan penyidikan.

Pemahaman terhadap perbedaan Pasal 426 dan Pasal 303 bis KUHP juga relevan dalam konteks penelitian ini, khususnya untuk menentukan apakah peran tersangka sebagai penerima pasangan (tukang tulis) lebih tepat dikualifikasikan sebagai pemberi kesempatan atau sekadar turut bermain. Penentuan ini harus didasarkan pada fakta serta pemenuhan unsur normatif secara tepat agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum pidana.
3. Karakteristik Perjudian Jenis Togel
Perjudian jenis togel (toto gelap) merupakan bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara menebak atau memasang angka tertentu yang hasilnya ditentukan berdasarkan pengundian atau keluaran angka tertentu. Dalam praktiknya, permainan togel memiliki pola yang relatif terstruktur dan melibatkan beberapa tingkatan pelaku, mulai dari pemasang angka, penerima pasangan (tukang tulis), agen, hingga bandar utama. Struktur tersebut menunjukkan bahwa togel bukan sekadar permainan individual, melainkan bagian dari suatu jaringan yang terorganisasi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjudian pada umumnya berkembang dalam bentuk sistem yang melibatkan pembagian peran demi kelancaran praktik tersebut.

Secara operasional, mekanisme togel dimulai dari pemasang yang menyerahkan angka pilihan beserta sejumlah uang kepada penerima pasangan. Penerima pasangan kemudian mencatat angka tersebut dan meneruskannya kepada agen atau pihak yang lebih tinggi dalam jaringan perjudian. Dalam beberapa kasus, komunikasi dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Pola tersebut menunjukkan adanya unsur penyediaan kesempatan dan fasilitasi perjudian yang relevan dengan rumusan Pasal 426 KUHP. Andi Hamzah menyatakan bahwa perbuatan yang mempermudah atau menyediakan sarana bagi berlangsungnya perjudian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk memberi kesempatan.

Karakteristik togel yang melibatkan pencatatan angka, pengumpulan uang taruhan, serta distribusi hasil kemenangan menunjukkan adanya unsur keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama pelaku. R. Soesilo menjelaskan bahwa perjudian pada hakikatnya adalah permainan yang mengandung unsur untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga.
 Unsur spekulatif tersebut menjadi pembeda utama antara perjudian dan kegiatan ekonomi yang sah.

Selain itu, praktik togel sering dilakukan secara berulang dan berkelanjutan dalam periode tertentu. Apabila kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus dan menghasilkan keuntungan tetap, maka dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian. Hal ini sejalan dengan pandangan P.A.F. Lamintang yang menegaskan bahwa unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian harus dilihat dari intensitas dan kontinuitas perbuatan.

Pemahaman terhadap karakteristik perjudian jenis togel menjadi penting dalam tahap penyidikan karena membantu penyidik mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam jaringan perjudian. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai mekanisme dan struktur togel, konstruksi unsur delik dapat menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, kajian mengenai karakteristik togel ini berfungsi sebagai landasan teoritis sebelum masuk pada analisis praktik penyidikan dalam penelitian ini.
C. 
Tinjauan Umum tentang Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana
1. Pengertian dan Tujuan Penyidikan
Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai pintu masuk proses pembuktian di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
 Rumusan ini menegaskan bahwa penyidikan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan tindakan yuridis yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan memiliki peran strategis karena menentukan kualitas konstruksi perkara yang akan diajukan ke penuntut umum. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tahap penyidikan merupakan fase krusial yang menentukan arah pembuktian di persidangan, sebab pada tahap inilah dikumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum.
 Apabila penyidikan dilakukan secara tidak cermat, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada lemahnya dakwaan atau bahkan bebasnya terdakwa di pengadilan. Oleh karena itu, profesionalitas penyidik menjadi faktor utama dalam menjamin efektivitas penegakan hukum.

Tujuan penyidikan tidak hanya untuk menemukan pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak seorang pun dapat dipidana tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan. R. Soesilo menegaskan bahwa penyidikan harus diarahkan pada pembuktian unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.
 Dengan demikian, penyidik dituntut untuk mampu menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum yang relevan.

Penyidikan juga harus dilaksanakan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan asas legalitas. Setiap tindakan seperti penangkapan, penahanan, atau penyitaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP agar tidak melanggar hak tersangka. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum pidana.
 Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap berada dalam koridor hukum.

Pemahaman mengenai pengertian dan tujuan penyidikan menjadi landasan penting dalam menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel. Penyidik dalam perkara perjudian harus mampu membuktikan adanya unsur delik Pasal 426 KUHP berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep penyidikan dalam tinjauan pustaka ini menjadi dasar teoretis untuk menilai apakah pelaksanaan penyidikan dalam kasus yang diteliti telah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana.
2. Kewenangan Penyidik dalam KUHAP
Kewenangan penyidik dalam proses penyidikan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka.
 Kewenangan ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki peran sentral dalam mengumpulkan dan mengamankan alat bukti. Namun demikian, setiap kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penangkapan merupakan salah satu tindakan penyidik yang bersifat membatasi kebebasan seseorang. Pasal 17 KUHAP menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 Ketentuan ini bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada fakta dan data yang objektif, bukan sekadar dugaan subjektif penyidik.

Selain penangkapan, penyidik juga berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.
 Penahanan dilakukan apabila terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan bukanlah bentuk penghukuman, melainkan tindakan prosedural untuk menjamin kelancaran proses penyidikan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi syarat objektif dan subjektif yang ditentukan undang-undang.

Penyitaan juga merupakan bagian dari kewenangan penyidik yang penting dalam konteks pembuktian. Penyitaan dilakukan terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian di persidangan. R. Soesilo menyatakan bahwa penyitaan harus dilakukan berdasarkan izin dan prosedur yang sah agar barang bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
 Ketidaksesuaian prosedur dalam penyitaan dapat berakibat pada tidak sahnya alat bukti tersebut.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP pada dasarnya merupakan bentuk delegasi kekuasaan negara dalam menegakkan hukum pidana. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berada dalam batas yang ditentukan undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Dalam konteks penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel, pemahaman terhadap kewenangan penyidik menjadi penting untuk menilai apakah tindakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan telah dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana.
2.3.3
Sistem Pembuktian dalam KUHAP
Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
 Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi penyidik dalam mengumpulkan dan menyusun alat bukti selama proses penyidikan. Setiap alat bukti tersebut harus diperoleh secara sah dan sesuai prosedur agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Dengan demikian, tahap penyidikan memiliki peran penting dalam membangun fondasi pembuktian.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theorie). Sistem ini mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.
 Prinsip ini menunjukkan adanya kombinasi antara pembuktian secara formil berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim secara subjektif. Jan Remmelink menyatakan bahwa sistem ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan hakim dalam menilai pembuktian.

Dalam konteks penyidikan, kewajiban untuk menghadirkan minimal dua alat bukti yang sah menjadi pedoman bagi penyidik dalam membangun konstruksi perkara. Penyidik harus mampu menghubungkan keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan tersangka secara sistematis agar memenuhi standar pembuktian. Mahrus Ali menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya menuntut terpenuhinya unsur delik, tetapi juga keterkaitan logis antara alat bukti dan fakta yang dibuktikan.
 Oleh karena itu, penyidik tidak boleh hanya bergantung pada satu jenis alat bukti.

Keterangan terdakwa dalam sistem pembuktian memiliki posisi khusus karena tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang menentukan. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa pembuktian harus didasarkan pada kombinasi alat bukti yang sah. Dalam perkara perjudian, pengakuan tersangka harus didukung dengan keterangan saksi atau barang bukti seperti catatan angka dan uang taruhan.

Pemahaman terhadap sistem pembuktian ini menjadi penting dalam menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel. Penyidik harus memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan diarahkan pada pengumpulan alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, kualitas penyidikan dapat dinilai dari kemampuannya membangun konstruksi pembuktian yang sah, lengkap, dan selaras dengan prinsip hukum acara pidana.
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